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Abstrak
Di banyak negara, termasuk Indonesia, pemerintah memberikan subsidi terhadap harga pupuk agar petani dapat memperolehnya dengan harga yang terjangkau. Namun, seringkali terjadi praktik jual beli pupuk bersubsidi melebihi harga eceran tertinggi. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi, sosial, dan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) praktik jual beli pupuk bersubsidi di luar HET di Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah; (2) bentuk perlindungan hukum bagi pembeli; dan (3) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap petani, pengecer pupuk, serta pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah, dan menganalisis data dengan model Miles, Huberman, dan Saldana. 
Hasil penelitian menunjukkan tiga hal. Pertama, penjualan di atas HET berlangsung terutama pada musim tanam padi dan tembakau, disertai distribusi yang tidak tepat sasaran dan adanya oknum yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi sehingga sekitar 20 kelompok tani tercatat membeli di atas HET. Kedua, pembeli sebenarnya telah dilindungi secara hukum melalui Permentan Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyediakan sanksi administratif dan pidana, serta melalui Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan hak khiyar dalam fikih. Ketiga, ditinjau dari hukum ekonomi syariah praktik tersebut mengandung unsur kezaliman dan kecurangan harga (ghabn), sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, larangan memakan harta secara batil, dan asas kerelaan yang menjadi syarat sah akad. Perlindungan hukum yang tersedia belum berjalan efektif karena lemahnya pengawasan dan rendahnya pelaporan oleh petani.

Kata kunci: Pupuk Bersubsidi; Harga Eceran Tertinggi; Hukum Ekonomi Syariah

Pendahuluan
Pupuk merupakan salah satu komponen penting yang menentukan keberhasilan usaha pertanian, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pupuk adalah input utama dalam meningkatkan produksi pertanian, dan pemupukan merupakan salah satu usaha pengelolaan kesuburan tanah. Apabila hanya mengandalkan sediaan hara dari tanah asli tanpa penambahan hara, produk pertanian akan semakin merosot akibat ketimpangan antara pasokan hara dan kebutuhan tanaman. Hara dalam tanah secara berangsur-angsur berkurang karena terangkut bersama hasil panen, pelindian, air limpasan permukaan, erosi, maupun penguapan. Pengelolaan hara terpadu antara pemberian pupuk dan pembenah tanah akan meningkatkan efektivitas penyediaan hara serta menjaga mutu tanah agar tetap berfungsi secara lestari. Penggunaan pupuk yang berimbang sesuai kebutuhan tanaman telah terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.[footnoteRef:1] [1:  Mansyur, dkk. (2020). Pupuk dan pemupukan. Syiah Kuala University Press, hlm. 201.] 

Karena peran strategisnya, pemerintah memberikan subsidi terhadap harga pupuk agar petani dapat memperolehnya dengan harga terjangkau. Pendistribusian pupuk bersubsidi di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian[footnoteRef:2] dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa pengecer resmi wajib menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai HET; HET ditetapkan berdasarkan kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian; penetapannya dilakukan dengan keputusan menteri; dan HET berlaku untuk pembelian oleh petani di pengecer resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan dan penyalurannya sendiri kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang juga memuat ketentuan pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif. [2:  Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian] 

Penetapan HET dimaksudkan untuk menjaga keadilan ekonomi dan mencegah eksploitasi terhadap petani, sehingga pupuk bersubsidi tetap terjangkau dan petani dapat melanjutkan produksi dengan biaya terkendali. Kenyataannya, aspek efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan subsidi pupuk telah menjadi perhatian setiap pemerintahan, dan berbagai instansi pemerintah telah melaksanakan kajian mengenai hal tersebut, antara lain Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Ketiga laporan tersebut menengarai adanya ketidakefektifan dalam pelaksanaan kebijakan pemberian subsidi pupuk. Isu kelangkaan dan mahalnya harga pupuk masih tetap menjadi berita pada setiap awal musim tanam. Keluhan yang sering dilontarkan antara lain pelaksanaan produksi dan distribusi pupuk yang tidak efisien serta pupuk yang tidak sampai kepada sasaran penerima secara tepat.[footnoteRef:3] [3:  Suhartono, H. M. (2024). Wawancara, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah] 

Persoalan tersebut menimbulkan akibat hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[footnoteRef:4] Ketika pengecer menjual pupuk bersubsidi di atas HET, konsumen — dalam hal ini petani — kehilangan manfaat subsidi yang seharusnya ia terima dan menanggung beban biaya produksi yang lebih tinggi. Praktik semacam ini juga berpotensi menimbulkan kerugian berlapis, karena harga yang mahal dapat memengaruhi pola pemupukan, menurunkan produktivitas, dan pada akhirnya memperlebar ketimpangan kesejahteraan petani. [4:  Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1] 

Dari sudut pandang ekonomi syariah, persoalan ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang mencakup larangan riba (bunga), larangan maysir (perjudian), larangan gharar (ketidakpastian yang berlebihan), serta pengaturan yang ketat terhadap perdagangan yang tidak adil dan menguntungkan salah satu pihak secara berlebihan.[footnoteRef:5] Islam melarang umatnya menanggung risiko dalam menjalankan kegiatan ekonomi atau muamalah, dan dalam kegiatan jual beli Allah telah menetapkan apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam melakukan transaksi.[footnoteRef:6] Setiap transaksi di luar harga eceran tertinggi penting untuk dipastikan mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah, menjaga keadilan, menghindari praktik riba, maysir, dan gharar, serta tidak menguntungkan satu pihak secara berlebihan. Penegakan prinsip-prinsip ini dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam konteks pertanian dan distribusi pupuk. [5:  Prasetyo, Y. (2008). Ekonomi syariah. Aria Mandiri Group, hlm. 25]  [6:  Hasan, A. (2009). Manajemen bisnis syariah: Kaya di dunia terhormat di akhirat. Pustaka Pelajar, hlm. 87] 

Manusia juga harus memperhatikan norma-norma berbisnis secara Islami agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Berdagang tidak semata bertujuan mencari keuntungan, melainkan juga mencari keridhaan Allah, dengan norma yang meliputi menegakkan perdagangan barang yang tidak haram, bersikap benar, amanah, dan jujur, menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga, menegakkan kasih sayang serta mengharamkan monopoli untuk melipatgandakan keuntungan pribadi, menegakkan toleransi dan persaudaraan, serta berprinsip bahwa perdagangan merupakan bekal untuk akhirat.[footnoteRef:7] Dalam kerangka ini, Al-Qur'an menegaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka, sebagaimana ditegaskan dalam QS an-Nisa [4]: 29. [7:  Jusmaliani, dkk. (2008). Bisnis berbasis syariah. Bumi Aksara, hlm. 43] 

Dalam konteks kelembagaan, hukum ekonomi syariah di Indonesia telah memiliki landasan yang mapan. Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukm yang berarti putusan atau ketetapan. Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.[footnoteRef:8] Ekonomi syariah termasuk dalam lapangan muamalah dalam arti khusus, sehingga hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari hukum Islam. Sebagai bagian dari muamalah, hukum ekonomi syariah memiliki karakteristik terbuka (open system) dengan kaidah dasar berupa kebolehan, yaitu bahwa segala sesuatu di lapangan muamalah diperbolehkan kecuali di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syariah Islam.[footnoteRef:9] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijadikan pedoman oleh badan arbitrase syariah untuk memutuskan sengketa pada kegiatan usaha menurut syariah, dan hakim dalam peradilan yang memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah mempergunakan prinsip syariah dalam kompilasi tersebut sebagai pedoman. Konsekuensinya, praktik jual beli yang merugikan salah satu pihak memiliki jalur penyelesaian, baik melalui gugatan ganti rugi maupun melalui pembatalan akad.[footnoteRef:10] [8:  Dasuki, H. A. H. (2011). Ensiklopedi hukum Islam. Ichtiar Baru van Hoeve, hlm. 571]  [9:  Anzalani, L. (2018). Ekonomi syariah bagi perguruan tinggi hukum strata 1. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia, hlm. 20]  [10:  Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 38] 

Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, merupakan wilayah yang relevan untuk mengkaji persoalan ini. Sebagian besar masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari hasil pertanian, dan untuk meningkatkan pendapatan hasil pertanian mereka memerlukan pupuk guna merawat lahan sehingga menghasilkan panen yang melimpah. Desa ini memiliki lahan sawah irigasi seluas 366 hektare, sawah setengah irigasi 327 hektare, dan sawah tadah hujan 107 hektare, serta 24 kelompok tani sebagai kelembagaan petani yang aktif. Namun, penjualan pupuk dengan harga terlalu tinggi menyulitkan masyarakat untuk membeli pupuk yang seharusnya disubsidi pemerintah. Berdasarkan keterangan yang diperoleh di lapangan, sekitar 20 kelompok tani di Desa Beleka membeli pupuk di atas HET. Praktik ketidakjujuran dalam jual beli pupuk memang banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat, dan tidak sedikit oknum yang menjual pupuk subsidi di luar HET sehingga petani yang seharusnya memperoleh keringanan dari pemerintah justru membeli dengan harga yang tidak jauh berbeda dari harga non-subsidi.
Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan yang berdekatan. Penelitian mengenai sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, yang menggunakan penelitian lapangan dengan jenis kualitatif dan teknik observasi, dokumentasi, serta wawancara, menemukan bahwa distribusi berlangsung melalui tahap sosialisasi penyaluran, penyusunan RDKK, pendistribusian berdasarkan RDKK, dan pengawasan oleh Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, distributor, serta masyarakat. Penyimpangan yang terjadi meliputi penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dengan lahan di atas dua hektare, penjualan di atas HET, dan kelangkaan akibat penggunaan berlebih karena tidak menerapkan sistem pemupukan berimbang. Dalam pandangan hukum Islam, sistem distribusi tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip distribusi dalam Islam, khususnya prinsip kebebasan dan keadilan. Penelitian lain mengenai jual beli pupuk bersubsidi di Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, menemukan praktik pupuk paketan yang membuat petani harus membeli pupuk yang tidak dibutuhkan, sehingga petani mengeluarkan biaya lebih besar. Ditinjau dari hukum Islam, jual beli bersyarat semacam itu dinilai sah selama mengandung manfaat.
Kedua penelitian tersebut sama-sama menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif, tetapi perhatiannya tertuju pada sistem distribusi dan pola paketan. Yang belum banyak dijelaskan adalah bagaimana praktik penjualan di atas HET berlangsung dalam kaitannya dengan kelemahan perlindungan hukum bagi pembeli, dan bagaimana praktik itu dinilai ketika diletakkan dalam kerangka hukum ekonomi syariah secara utuh — bukan hanya pada prinsip distribusi, tetapi juga pada asas kerelaan, kecurangan harga, dan hak pilih pembeli. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menautkan tiga lapis analisis: praktik di lapangan, bentuk perlindungan hukum yang tersedia, dan tinjauan hukum ekonomi syariah atas praktik tersebut.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli pupuk bersubsidi di luar HET di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur, untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli pupuk bersubsidi di luar HET, dan untuk menganalisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana praktik jual beli pupuk bersubsidi di luar harga eceran tertinggi di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur; (2) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli pupuk bersubsidi di luar HET di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur; dan (3) bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pupuk bersubsidi di luar HET di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya referensi mengenai hukum ekonomi syariah terhadap jual beli dan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan masyarakat untuk mengkaji lebih dalam hukum-hukum ekonomi syariah serta membiasakan pelaku usaha melakukan jual beli sesuai hukum yang berlaku.

Kajian Pustaka
Jual beli (ba'i) dalam konteks Islam merujuk pada proses pertukaran atau transaksi barang atau jasa antara pihak penjual dan pembeli. Ini adalah aktivitas ekonomi yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah (hukum Islam). Jual beli dalam Islam tidak hanya sekadar transaksi komersial, tetapi juga memiliki dimensi moral, etika, dan keadilan yang kuat. Konsep jual-beli dalam Islam mencerminkan upaya untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara individu, masyarakat, dan Allah SWT.
Dalam Islam, jual beli memiliki rukun (unsur-unsur yang harus ada) dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah penjelasan mengenai rukun dan syarat jual beli dalam Islam:
1. Rukun Jual Beli:
a. Pihak yang Bertransaksi (Al-'Aqidayn): Rukun pertama jual beli adalah adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi, yaitu penjual dan pembeli. Kehadiran kedua pihak ini menjadi dasar dari setiap transaksi jual beli.
b. Barang yang Dijual (Al-Mabi'): Rukun kedua adalah adanya barang atau jasa yang diperdagangkan. Barang atau jasa tersebut harus memiliki nilai dan manfaat yang dapat dikenali.
c. Ketentuan Harga dan Pembayaran (Al-Thaman): Rukun ketiga adalah adanya kesepakatan mengenai harga dan pembayaran barang atau jasa yang diperdagangkan. Harga harus disepakati oleh kedua belah pihak.
d. Ijab dan Qabul (Penawaran dan Penerimaan):Rukun keempat adalah ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Penjual harus menawarkan barang atau jasa yang dijual, dan pembeli harus menerima tawaran tersebut.
2. Syarat Jual Beli:
a. Kesepakatan (Ijma'): Transaksi jual beli harus didasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Tidak ada unsur paksaan atau tekanan dalam transaksi.
b. KetentuanBarang(Al-Mabi'): Barang atau jasa yang diperdagangkan harus memiliki keberadaan fisik dan dapat diidentifkasi. Tidak boleh ada unsur ketidakpastian (gharar) atau ketidakjelasan dalam sifat barang.
c. Keabsahan (Al-Ada'): Transaksi harus dilakukan dengan itikad yang jujur dan niat yang baik dari kedua belah pihak. Transaksi yang dilakukan dengan niat menipu atau mengelabui adalah tidak sah.
d. Penyampaian Barang (Al-Taslim): Barang yang diperdagangkan harus diserahkan dari penjual kepada pembeli. Penyerahan ini harus dilakukan dengan baik dan tanpa cacat.
e. Keadilan	dalam Harga (Al-'Adl): Harga yang ditetapkan harus adil dan sebanding dengan nilai barang atau jasa yang diperdagangkan. Tidak boleh ada penipuan atau manipulasi harga.
f. Transparansi (Al-Bayan): Penjual harus memberikan informasi yang jujur dan akurat tentang kondisi, kualitas, dan karakteristik barang kepada pembeli. Tidak boleh ada penyembunyian informasi yang dapat merugikan pembeli.
g. Persetujuan Wali (Bagi Pihak yang Tidak Cukup Umur): Jika salah satu pihak dalam transaksi masih di bawah umur atau membutuhkan wali (wakil hukum), maka persetujuan wali diperlukan untuk menjadikan transaksi sah.
h. Larangan Riba, Gharar, dan Maisir: Transaksi jual beli tidak boleh melibatkan unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), atau maisir (perjudian). Unsur-unsur ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
Pendistribusian pupuk bersubsidi di Indonesia di atur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Hal-hal yang di ataur dalam peraturan tersebut mengenai jenis pupuk bersubsidi, peruntukan dan penetapan alokasi pupuk bersubsidi, realokasi pupuk bersubsidi, harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, penyaluran pupuk bersubsidi dan pelaksanaan verifikasi dan validasi, pengawasan, dan ketentuan peralihan sebagai berikut:
1. Pengecer resmi wajib menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai HET;
2. HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perekonomian;
3. HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan menteri;
4. HET pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk pembelian oleh petani di pengecer resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun faktor lain juga yang menyebabkan harga eceran tertinggi pupuk adalah sebagai berikut:
1. Ketersediaan pupuk terbatas.
Terbatasnya Ketersediaan pupuk yang murah, obat-obatan pertanian yang sulit didapat, sehingga petani untuk memenuhi kebutuhan pupuk berani membeli pupuk dengan harga tertinggi. Efektivitas penggunaan pupuk diarahkan pada penerapan pemupukan berimbang dan organik sesuai rekomendasi spesifik lokasi atau standar teknis penggunaan pupuk yang dianjurkan.
2. Penyalagunaan pupuk bersubsidi
Penyalagunaan pupuk bersubsidi adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi, terjadinya penyalaguanaan ini terjadi seperti adanya pihak atau oknum yang menyalagunakan pupuk bersubsidi seperti mrndapatkan pupuk bersubsidi dalam jumlah yang banyak dan menjualnya kembali kepada petani atau menggunakannya dalam kebutuhan tertentu.
3. Mengganti kemasan, label dll
Dengan adanya pihak yang mengganti kemasan, label dll pada pupuk bersubsidi dapat menyebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi dikarenakan para petani yang membutuhkan pupuk lebih yang dimana pupuk subsidi tidak dapat memenuhi kebutuhan petani maka petani akan membelinya dari oknum yang menjual pupuk tanpa kemasan atau label bersubsidi yang harganya sudah lebih mahal dibandingkan pupuk bersubsidi.
4. Ketergantungan petani pada pupuk anorganik
Ketergantungan petani pada pupuk anorganik tentu saja adalah hal yang dapat menyebabkan pupuk bersubsidi menjadi langkah dikarenakan kebutuhan petani yang terus meningkat akan kebutuhan pupuk anorganik yang menyebabkan jumlah yang diberikan pemerintah terus meningkat setiap tahunnya dan mengakibatkan pupuk bersubsidi menjadi langkah.
5. Pemupukan yang tidak berimbang
Pemupukan yang tidak berimbang terjadi dikarenakan kurang pengetahuannya petani akan penggunaan pupuk anorganik yang berlebih dengan dosis yang tidak sesuai sehingga petani terus merasa kekurangan akan pupuk anorganik yang bersubsidi.
6. Penambahan luas area lahan
Penambahan luas area lahan adalah salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi dikarenakan ketika terjadi penambahan luas area lahan maka kebutuhan pupuk akan bertambah.

Metodologi
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan pendekatan ini peneliti berupaya mendeskripsikan gejala atau peristiwa yang terjadi, sekaligus menganalisis aspek hukum dan ekonomi dalam konteks praktik jual beli pupuk bersubsidi melebihi HET dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah serta hukum Islam. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi tersebut dipilih karena mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani yang sekaligus berkedudukan sebagai konsumen pupuk, sehingga lokasi ini memiliki data yang cukup untuk memperoleh hasil penelitian.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik, yakni: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan tersebut meliputi tiga orang petani di Desa Beleka, dua orang pengecer pupuk bersubsidi, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan tiga kegiatan dalam analisis data, diantaranya: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (verification).



Pembahasan
Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi Melebihi Harga Eceran Tertinggi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pupuk bersubsidi di atas HET masih terjadi di Desa Beleka. Penjualan di atas HET terutama dilakukan ketika menjelang musim tanam, baik musim tanam padi maupun tembakau. Pada periode tersebut permintaan pupuk meningkat tajam sementara pasokan yang tersedia tidak bertambah, sehingga pengecer memiliki posisi tawar yang kuat untuk menjual di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah. Kondisi itu diperberat oleh kenyataan bahwa kuota pada kartu tani tidak selalu tersedia; terdapat kalanya stok pupuk di pengecer justru kosong atau petani tidak kebagian, padahal petani tetap harus memenuhi kebutuhan pemupukan agar jadwal tanam tidak terganggu.[footnoteRef:11] [11:  Sudirman. (2024). Wawancara, petani Desa Beleka] 

Praktik tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan persoalan distribusi yang tidak tepat sasaran. Pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Beleka masih belum sepenuhnya sesuai ketentuan, dan masih terdapat oknum yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi dengan harga yang tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah. Berdasarkan keterangan yang diperoleh di lapangan, sekitar 20 kelompok tani di Desa Beleka membeli pupuk di atas HET. Dengan demikian, praktik ini bukan gejala sporadis, melainkan pola yang melibatkan cukup banyak kelembagaan petani dan berlangsung berulang setiap musim tanam.
Keterangan para petani menguatkan temuan tersebut. Bapak Sudirman mengungkapkan bahwa harga yang harus dibayar jauh di atas ketentuan, sementara proses memperoleh pupuk bersubsidi justru dipersulit. Bapak Mansur menyampaikan hal senada dan menilai bahwa kebijakan subsidi yang seharusnya meringankan beban petani tidak sepenuhnya dirasakan manfaatnya di tingkat lapangan. Bapak Nasrudin menambahkan bahwa kelangkaan pada saat musim tanam memaksa petani membeli dari pihak mana pun yang menyediakan barang, termasuk dengan harga yang lebih tinggi.[footnoteRef:12] Dari sisi penjual, Bapak Kusmayadi selaku pemilik kios menyatakan bahwa penyuplaian pupuk dari pemerintah sangat minim sehingga harga dari koperasi dan distributor berbeda dari harga standar, sedangkan kebutuhan petani di Desa Beleka cukup tinggi.[footnoteRef:13] [12:  Mansur dan Nasrudin. (2024). Wawancara, petani Desa Beleka]  [13:  Kusmayadi. (2024). Wawancara, pemilik kios pupuk Desa Beleka] 

Mekanisme penyaluran yang berlaku menempatkan pengecer pada posisi kunci. Pupuk bersubsidi disalurkan dari produsen kepada distributor, kemudian kepada pengecer, dan terakhir kepada petani yang telah terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Karena pengecer merupakan pihak yang bersentuhan langsung dengan petani sebagai pembeli, pengecerlah yang menentukan harga yang benar-benar dibayar petani.[footnoteRef:14] Pengawasan berada di bawah pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/12/2011, pupuk bersubsidi adalah barang yang diawasi, yang pengadaan dan penyalurannya menerima subsidi dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian, meliputi pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, serta jenis pupuk bersubsidi lain yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.[footnoteRef:15] [14:  Sidin. (2024). Wawancara, pengecer pupuk bersubsidi Desa Beleka]  [15:  Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/12/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian] 

Besaran HET yang seharusnya berlaku dapat dilihat pada Tabel 1. Ketetapan pemerintah mengenai HET menunjukkan harga pupuk urea sebesar Rp2.250 per kilogram, atau setara Rp112.500 untuk satu sak berisi 50 kilogram. Angka inilah yang menjadi acuan, sehingga setiap pembayaran di atasnya merupakan penyimpangan dari ketentuan.
Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pembeli
Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan pada sisi lain merupakan kewajiban negara. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu pada pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan preventif yang bertujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan rambu-rambu dan batasan, serta perlindungan represif berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran.[footnoteRef:16] [16:  Raharjo, S. (2000). Ilmu hukum. PT Citra Aditya Bakti, hlm. 53; Kelsen, H. (2009). Teori umum tentang hukum dan negara. Nusa Media, hlm. 53] 

Dalam kerangka preventif, pembeli pupuk bersubsidi sebenarnya telah dilindungi melalui rangkaian regulasi. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 menetapkan bahwa pupuk organik serta anorganik merupakan jenis pupuk yang mendapat subsidi, dengan pupuk anorganik berupa urea, SP36, ZA, dan NPK. PT Pupuk Indonesia (Persero) berperan sebagai produsen pupuk bersubsidi dan menjadi perusahaan induk bagi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan PT Petrokimia Gresik. Ketentuan ini kemudian diperbarui melalui Permentan Nomor 49 Tahun 2020, Permentan Nomor 10 Tahun 2022, dan Permendag Nomor 04 Tahun 2023, yang seluruhnya menegaskan kewajiban pengecer resmi menyalurkan pupuk sesuai HET.
Dalam kerangka represif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur secara rinci sanksi yang dibebankan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Pasal 60 mengatur bahwa badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26, dengan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal 62 mengatur sanksi pidana, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, ayat (2), dan Pasal 18; serta pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi pelanggaran atas Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f. Selain itu, pelaku usaha dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha.
Dalam perspektif fikih, perlindungan bagi pembeli juga tersedia melalui hak khiyar, yaitu hak konsumen untuk memilih dengan siapa ia hendak bertransaksi dan produk apa yang diinginkan. Tidak ada alasan untuk menolak keluhan konsumen karena mereka mempunyai hak untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya. Apabila konsumen merasa dirugikan, ia dapat menggunakan khiyar untuk melindungi hak-haknya. Konsep ini merupakan salah satu langkah untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari segala tipu daya, paksaan, penipuan, dan kesalahan yang dilakukan pelaku usaha. Fikih menjunjung tinggi praktik jual beli yang berasaskan saling ridha antara para pihak, bukan sekadar memperoleh keuntungan satu pihak dengan merugikan pihak lain.[footnoteRef:17] [17:  Aiyub, A. (2004). Fikih lelang: Perspektif hukum Islam dan hukum positif. Kiswah, hlm. 13–14] 

Meskipun kerangka hukumnya tersedia, perlindungan tersebut belum berjalan efektif. Para petani yang diwawancarai umumnya tidak melaporkan praktik penjualan di atas HET kepada instansi berwenang, karena menilai pelaporan tidak akan mengubah ketersediaan pupuk pada musim tanam dan kekhawatiran akan kehilangan akses kepada pengecer. Dengan demikian, terdapat jarak antara perlindungan hukum yang tersedia secara normatif dan perlindungan yang benar-benar dinikmati pembeli di lapangan.
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Analisis hukum ekonomi syariah atas praktik ini bertumpu pada prinsip keadilan dan kebebasan dalam bermuamalah. Islam memandang bahwa pasar yang sehat dibangun atas etika dan nilai-nilai syariah, baik dalam bentuk perintah, larangan, anjuran, maupun himbauan. Pelaku pasar mempunyai tujuan utama dalam melaksanakan transaksi, yaitu mencari ridha Allah demi mewujudkan kemaslahatan hidup bersama di samping kesejahteraan individu. Keberadaan pasar dalam Islam merupakan refleksi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, dan Islam mengatur agar keberadaan pasar tidak merugikan satu pihak terhadap pihak lain; bila hal itu tercapai, mekanisme pasar yang sesuai syariat akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.[footnoteRef:18] [18:  Anto, H. (2003). Pengantar ekonomika mikro Islam. Ekonisia, hlm. 30] 

Adil adalah sifat perbuatan manusia yang berarti tidak sewenang-wenang terhadap diri sendiri maupun pihak lain, dan Al-Qur'an sangat menekankan nilai keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia termasuk bidang ekonomi. Perintah menegakkan keadilan ditegaskan dalam QS an-Nahl [16]: 90, sedangkan larangan mengurangi hak orang lain dalam takaran dan timbangan ditegaskan dalam QS Huud [11]: 85. Selain itu, Al-Qur'an melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Baqarah [2]: 188 dan QS an-Nisa [4]: 29. Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan termasuk dalam harga. Terdapat beberapa terminologi dalam bahasa Arab yang maknanya sepadan dengan harga yang adil, antara lain si'r al-mithl, thaman al-mithl, dan qimah al-adl.[footnoteRef:19] [19:  Karim, A. A. (2008). Ekonomi mikro Islam. PT Raja Grafindo Persada, hlm. 358] 

Dalam pandangan Islam, harga merupakan rukun dari jual beli, dan jual beli dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu adanya penjual, pembeli, harga, dan akad persetujuan. Islam memandang bahwa penetapan harga pada dasarnya merupakan hak pelaku pasar, dan harga berjalan sesuai permintaan serta penawaran apabila pasar dalam keadaan normal, sehingga berlaku kesetaraan harga (thaman al-mithl). Perlakuan yang tidak adil dalam pasar akan membawa kepada ketidakadilan sehingga terjadi ketimpangan harga. Kejadian seperti ini akan mengundang pemerintah untuk berperan aktif dalam menentukan harga pasar, terutama apabila kenaikan harga disebabkan oleh penahanan dan keengganan pedagang untuk menjual barang dagangannya atau karena terwujudnya praktik monopoli atas sesuatu barang; untuk itu harga mesti diawasi agar penjual menjual pada harga yang lebih wajar. Pendapat ini didukung oleh Imam Malik, Ibn Taimiyah, Al-Ghazali, dan Al-Mawardi.[footnoteRef:20] [20:  Basyir, A. A. (1993). Azas-azas hukum mu'amalah. UII Press, hlm. 15] 

Pandangan Ibn Taimiyah tentang konsep harga dengan istilah tsaman al-mitsl mengecam tindakan-tindakan yang merusak mekanisme pasar sehingga harga yang terbentuk bukan karena kekuatan pasar secara alamiah, melainkan karena penyimpangan-penyimpangan pasar atau yang dikenal dengan distorsi pasar. Dalam al-Hisbah fii al-Islam dijelaskan bahwa apabila penduduk menjual barang dagangan mereka secara normal tanpa cara-cara yang tidak adil dan kemudian harga naik karena pengaruh kelangkaan barang atau peningkatan jumlah penduduk, kenaikan harga tersebut merupakan kehendak Allah, sehingga memaksa penjual menjual pada harga tertentu menjadi pemaksaan yang tidak dibenarkan.
Bertolak dari kerangka tersebut, praktik jual beli pupuk bersubsidi di atas HET di Desa Beleka dapat dinilai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. Pertama, praktik itu mengandung ghabn, yaitu kecurangan harga atau ketidakseimbangan antara harga yang dibayar dan nilai wajar barang, karena petani membayar lebih tinggi daripada harga yang telah ditetapkan untuk barang yang sama. Kedua, praktik itu merupakan bentuk kezaliman terhadap pihak yang lemah posisinya: petani membeli bukan atas dasar pilihan bebas, melainkan karena kebutuhan musim tanam yang mendesak, sehingga kerelaan (ridha) yang menjadi syarat sah akad tidak terbentuk secara murni. Ketiga, praktik itu menyalahgunakan maksud subsidi, karena tujuan pemerintah menetapkan HET adalah agar pupuk terjangkau, sehingga keuntungan tambahan yang diambil pengecer pada hakikatnya berasal dari hak petani yang seharusnya menerima keringanan. Dalam kerangka norma berbisnis Islami, hal ini bertentangan dengan perintah bersikap benar, amanah, dan jujur serta larangan mengambil keuntungan yang diharamkan.
Namun demikian, harus dicatat adanya satu nuansa penting. Pandangan Ibn Taimiyah yang menolak pematokan harga berlaku pada kondisi ketika kenaikan harga terjadi secara alamiah akibat kelangkaan dan peningkatan permintaan, bukan ketika kenaikan itu lahir dari distorsi pasar. Pada kasus Desa Beleka, kenaikan harga tidak sepenuhnya bersifat alamiah, karena disertai penyalagunaan pupuk bersubsidi, penggantian kemasan dan label, penimbunan oleh pengulak, serta penyaluran yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui HET justru sejalan dengan logika Ibn Taimiyah, yaitu mengoreksi distorsi agar harga kembali mendekati harga yang adil. Dengan kata lain, yang bertentangan dengan syariah bukan penetapan HET, melainkan pelanggaran atas HET itu sendiri.

Penutup
Pembeli pupuk bersubsidi secara normatif telah dilindungi hukum. Perlindungan preventif tersedia melalui Permentan Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014, Permentan Nomor 49 Tahun 2020, Permentan Nomor 10 Tahun 2022, dan Permendag Nomor 04 Tahun 2023 yang mewajibkan pengecer resmi menjual sesuai HET. Perlindungan represif tersedia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyediakan sanksi administratif berupa ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 dan sanksi pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00, serta melalui Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan hak khiyar dalam fikih. Namun perlindungan tersebut belum berjalan efektif karena pengawasan tidak menjangkau transaksi harian di kios dan petani umumnya tidak melaporkan penyimpangan yang dialaminya.
Ketiga, ditinjau dari hukum ekonomi syariah, praktik jual beli pupuk bersubsidi di atas HET bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. Praktik itu mengandung kecurangan harga (ghabn), menghilangkan asas kerelaan yang menjadi syarat sah akad karena petani membeli dalam keadaan terdesak kebutuhan, menyalahgunakan maksud subsidi, serta bertentangan dengan perintah menegakkan keadilan dalam QS an-Nahl [16]: 90 dan QS Huud [11]: 85 serta larangan memakan harta secara batil dalam QS an-Nisa [4]: 29 dan QS al-Baqarah [2]: 188. Dengan demikian, penetapan HET oleh pemerintah justru sejalan dengan logika koreksi distorsi pasar yang dikemukakan Ibn Taimiyah; yang bertentangan dengan syariah bukanlah penetapan HET, melainkan pelanggaran atas HET itu sendiri.
Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan kepada pemerintah daerah agar memusatkan pengawasan pada pengecer, mewajibkan pencantuman daftar harga resmi di setiap kios, dan membuka saluran pelaporan yang mudah diakses petani. Kepada kelompok tani disarankan berperan sebagai saluran pelaporan kolektif sekaligus penguat posisi tawar petani dalam memperoleh pasokan sesuai RDKK. Kepada pengecer disarankan menerapkan prinsip amanah, jujur, dan adil dalam menjual pupuk bersubsidi sesuai HET, sehingga program pemerintah berjalan lancar dan transaksi terhindar dari unsur keterpaksaan yang menimbulkan kezaliman terhadap salah satu pihak. Kepada peneliti selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran HET serta membandingkan praktik di beberapa desa agar diperoleh gambaran yang lebih luas.
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